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BUPATI BUNGO 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI BUNGO 

NOMOR58TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 21 TAHUN 2014 
TENTANG 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUNGO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan sistem akuntansi 
pemerintah daerah berbasis akrual agar lebih efektif, 
efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab 
maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 21 tahun 2014 
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dipandang 
perlu untuk dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo 
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Bungo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko clan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2755); 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi clan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan 
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3969);- 

2. Undang-undang ..... 3 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan 	Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara 	Republik 	Indonesia Tahun 	2005 	Nomor 	48, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) 	sebagaimana telah diubah 	dengan 	Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara 	Republik 	Indonesia Tahun 	2012 	Nomor 	171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340) 

3. Peraturan.....3 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
547); 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
33); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan 	Pertanggungj awaban 	Bendahara 	serta 
Penyampaiannya; 

21. Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

4. Peraturan.....22 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana 
bergulir pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 
547); 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan 
Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); 

25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 
Nomor 16); 

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagiamana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2015 
tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 3); 

27. Peraturan Bupati Bungo Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 
27 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan 
Bupati Bungo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah kabupaten Bungo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bungo tahun 2016 Nomor 27). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BUNGO NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM 
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO. 

"Pasal I 

Mengubah ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf q Lampiran XVII Peraturan Bupati 
Nomor 21 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 21) sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati mi 

5. Pasal ..... II 
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Pasal II" 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. 

Ditetapkan di Muara Bungo 

patangga1 	- 	? c) tg 

BuPçTI BUNGO 

SHURI 

Diundangkan di Muara Bungo 

	

pada tanggal 	- 7V (S 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, 

H. RIDWAN IS 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN010 NOMOR 5 & 

	

Kabid AKLAP 	Kepa 

nco  ZhisM..MI Drs. 	E 
IIISN1001 NIP 19631015 198503 1 005 

TELAH DITE1TI SESUAI KETENTUAN: 

	

KASUBBAGPUU 	KABAG HUKUM 
TGL 	 TGL 

NIP 17i'2oo2Tj 005 I ALEK PLJRWENDI. SH.MN  
NIP. 1262000031 



Kode Akun Uraian Akun 
9 2 5 011 14 Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partal Poiltik - NASDEM 
9 2 5 01 15 Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partal Politik - PKP Indonesia 

9 2 5 01 16 Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partal Poiltik 

Beban Transfer Dana OtonomiKhusus 

Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota 
Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota... 
Dst.... 

DEFISIT NON OPERASIONAL 

Defislt Penjualan Aset Non Lancer - LO 

Defislt Penjualan Aset Non Lan car - LO  
DefisitPenjualanAsetlanah - LO  
Defislt Penlualan  Met Peralatan dan Mesin - LO 

9 2 1 6 

9 2 6 01 
9 2 6 01 01 
9 2 6 01 02 

9 3 

9 3 1 

9 3 1 01 
9 3 1 01 01 
9 3 1 01 02 
9 3 1 01 03 Deflslt Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO 
9 3 1 01 04 Defisit Penlualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lalnnya - LO 
9 3 1 01 05 Deflsit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO 
9 3 1 01 06 Deflsit Penjualan Aset Lain-lain - LO 
9 3 1 01 07 Dst ........................ 

9 3 2 DefisIt Penyelesalan Kewailban Jangka Panjanu - LO 

9 3 2 01 Deflsit Penyelesaian  Kewajiban Jangka Panjang - LO 
9 3 2 01 01 Deflslt Penyelesalan  Mang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO 
9 3 2 011 02 IDeflsit Penyelesaian Utang Darl Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO 
9 3 2 011 03 lDefisit Penyelesaian Utang Dalam Neqeri - Obligasi - LO 
9 3 2 01 04 IDefisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO 
9 3 2 01 05 Defislt Penyelesalan Utanq Pemenlntah Provinsi - LO 

Defislt Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO 
Defisit PenyelesaianPremium (Diskonto) Obligasi - LO 

9 3 2 01 06 
9 
9 

3 2 01 07 
08 3 2 

3 

01 Dst 	........................ 

Deflsit dari Kegiatan Non Operasional Lalnnya - LO 9 3 

9 3 3 01 Defislt darl Kegiatan Non Operaslonal Lainnya - LO 
9 3 3 01 01 Deflsit Penghapusan Aset Lainnya  

Defislt Pelepasan Investasi )angka Pendek - LO  
Defislt darl Keglatan Non Operasional Lalnnya - LO  

BEBAN LUAR BIASA  

Beban Luar Blase  

Beban Luar Blasa  
Beban Tak Terduga 
Beban Bencana Alam 
Beban Luar Blasa Lainnya 
Dst 	..................... 

9 3 3 01 02 
9 3 3 01 03 

9 4 

9 4 1 

9 
9 

4 
4 

1 
1 

01 
01 
01 

01 
9 4 1 02 

4_ 1 01 03 
9 4 1 01 04 

BUNGO 

H. 

 

P--
ASHURI 

ALV 
BUPATJ 


